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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mcengingat

KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa dalam rangka melaksanakan urusan tcknis operasional

vang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daecrah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu
menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unil Pelaksana Tcknis Daerah pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bojoncgoro,

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950  tentang

Pembentukan  Daerah-dacrah Kabupaten/Kota  Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomeor 2 Tahun 1965
{Lermnbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror
2730;

‘2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Neomor
5234},

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5404);



Menetapkan

w

6.

10.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan  Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomr 13 Tashun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupalen Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16):

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

sertd Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro:

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPAT! TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS)

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

S

N e ow

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Daerah adalah Kabuparen Bojonegoro.

Pemenmntah Dacrah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupat: dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang mcnjad:
kewenangan Dacrah.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabuparen Bojonegoro.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Unit Pelaksana Teknis Dacrah yang selanjutnya dismgkat UPTD adalah
Unir Pclaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas.

Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan vang
menycelenggarakan program pendidikan Non Formal,

Tugas Tcknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan Kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelavanan
masyarakat.

Tugas Tecknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas

Kepala Unit Pclaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkailtan dengan pelavanan [fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan terientu.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan
Pemernntah Kabupaten Bojonegoro.
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{21 UPTD scbagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi UPTD Satuan
Pendidikan,

Pasal 3
Satuan Pendidikan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dan
Taman Kanak-kanak (TK), Sckolah Dasar (SD), dan Seckolah Menengah
Pettama (SMP).

Pasal 4

Satuan Pendidikan

‘aman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 terdiri danm

a.  Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Balen terdiri dari :
TR Negenri Pembina Ralen

b.  Taman Kanak-kunak (TK) di Kecarmnatan Bojonegoro terdin dari ¢
TK Negeri Pembina Bojonegoro

¢.  Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Purwosari terdiri dari :
TK Negeri Pembina Purwosari

d. Taman Kanak-kanak (TK) i Kecamatan Kapas terdiri dari :
TK Negen Model Terpadu Bojonegoro

Pasal 5

Satuan Pendidikun Sekolah Dasar (SD) scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ferdin dan :

& Sckolah Dasar (SD) di Kecamatan Balen terdiri dari :

1. 3D Negeri Balenrejo;

2. SD Negeri Bulakio;

3 SD Negeri Bulu |

4. SD Negeri Buiu [T

3. 8D Negeri Kabunan:

6. 8D Negeri Kedunghondo [1;
7. SD Negen Kedungbondo I11;
8. 8D Negeri Kedungdowo I1;
Ci

SD Negeri Kemnamang;
10. SD Negen Kenep I(;

1. SD Negen Lengkong;
12, 8D Negeri Margomulyo |
13. 8D Neger Margomulyo [
4. 8D Negen Mavangkawis I,
15. 8D Neger: Mavangkawis Ii;
I6. 3D Negeri Mulvoagung;
17. SD Negeri Mulvorejo T;
18 SD Negeri Mulyorejo 1
19. 8D Negeri Ngadiluhur 1;
20. SD Negeri Ngad:luhur 1f;
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Sckolah Dasar (D) di Kecamatan Baurena terdiri dari -
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SD Negeri Penganten |
S0 Negeri Penganten 11
SD Negeri Penganten {11
SD Negeri Pilanggede;

SD Negeri Pohbogo I1;

SD Negeri Prambatan 1
SD Negeri Sarircjo;

S Negeri Sekaran:

SD Negeri Sidobandung I;
S Negeri Sidobandung (I;
3D Negeri Sobontaro I
8D Negeri Sobontoro (i
SD Negeri Suwaloh,

8D Negeri Banjaran;

8D Negeri Banjaranvar [;
SD Negeri Banjaranyar II;
SD Negeri Baureno 1;

SD Ncegeri Baureno 11l
5D Negeri Blongsong 1:
SD Negen Blongsong iI;
SD Negeri Bumiayu;

8D Negeri Drajat;

5D Negeri Gajah I;

SD Negeni Gajah 17,

SD Negen Gunungsari 1;
SD Negeri Gunungsari 1I;
SD Negeri Kadungrejo I
SD Negeri Kadungrejo 11,
SD Negeri Kalisari;

SD Negeri Karangdayu I;
S Negeri Karangdayu I1;
SD Negeri Kauman {;

SD Negeri Kauman 1f;
3D Negeri Lebaksari;

SD Negeri Ngemplak 1
SD Negeri Ngemplak 1T,
SD Negeri Pasinan;

5D Negen Pomahan |
5D Negen Pomahan 11
SD Negen Pucanganum 1]
SD Negeri Pucangarum 11
SD Negeri Sembunglor;
SD Negeri Sraturejo I;
S Negeri Sraturejo 11,

n




